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IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK–HAK BAYI YANG DIBAWA 




Anak merupakan amanah Tuhan, fitrah, aset bangsa dan pelanjut generasi oleh 
karena itu tumbuh kembang dan hak-hak anak perlu dijaga dan dilindungi. Akan 
tetapi tidak semua anak mendapatkan kesempatan tumbuh kembang dengan baik, 
salah satu faktornya adalah karena disebabkan oleh orang tua bayi yang sedang 
bermasalah dengan hukum. Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, 
pendekatan yuridis dan kasus, dengan jenis data utama primer serta analisis 
diskriptif. Hasil penelitian ini merumuskan, pertama bahwa hukum positif 
indonesia memberi perlindungan terhadap bayi yang dibawa ibunya dalam rumah 
tahanan negara, berupa hak hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, hak untuk 
mendapatkan identitas dan kewarganegaraan, hak untuk mengetahui orang tua, 
dibesarkan dan diasuh orang tuanya, hak untuk memperoleh pendidikan yang 
sesuai, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, hak untuk 
mendapatkan kebebasan beribadah, berekspresi dan berpikir, hak untuk 
memperoleh lingkungan terbaik, hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala 
hal yang dapat merugikan dan hak untuk mendapatkan ASI. Peran sipir rumah 
tahanan negara dalam melindungi bayi yang dibawa ibunya, terdiri dari aspek 
pencegahan, pengamanan, pengawalan dan penjagaan. 
Kata kunci: Hak anak, Tahanan, Rumah Tahanan Negara 
 
Abstract 
Child is a mandate of God, holy, asset of the nation and the generation continues 
therefore grow and development of the child need to be guarded and protected. 
However, not all child get a chance to grow well, one of the factors is because it 
is caused by parents of babies who are in trouble with the law. Using empirical 
juridical research, juridical and case approaches, with primary data types and 
descriptive analyzes. The results of this study formulate, firstly, that Indonesia's 
positive law provides protection for babies who are brought by their mothers in 
hause of state custody, in the form of the right to live, grow and develop, the right 
to identity and citizenship, the right to know parents, to be raised and cared for by 
their parents, the right to receive appropriate education, the right to health care 
and social security, the right to freedom of worship, expression and thinking, the 
right to the best of the environment, the right to the protection of all things which 
may be detrimental and the right to get breast milk. The role of the prison guards 
in protecting the baby brought by his mother, consists of aspects of prevention, 
security, escort and guarding. 





Pada dasarnya perlindungan hak anak terdiri dari empat prinsip yaitu 
anak tidak dapat berjuang sendiri, kepentingan terbaik untuk anak, ancangan 
daur kehidupan dan lintas sektoral.
1
 Perlindungan anak secara umum 
merupakan pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan, 
dan kedamaian atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi.
2
 
Pelaksanaan perlindungan anak bukan hanya berfokus pada pendekatan 
yuridis semata, melainkan memerlukan pendekatan ekonomi, sosial dan 
budaya.
3
 Orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan 
lima pilar penyelenggara perlindungan anak yang memiliki keterkaitan satu 
sama lain.
4
 Dalam kondisi anak yang dibawa di lingkungan rumah tahanan 
negara hendaknya mendapatkan bantuan dan jaminan perlindungan hak dan 
kewajibannya. Upaya diskresi dapat dilaksanakan oleh sipir untuk 
menjunjung tinggi hak-hak dasar yang dimiliki oleh anak dalam kondisi 
tersebut. Sipir, perlu melakukan kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang 
menjamin terwujudnya perlindungan hak anak, yang didasarkan atas 
pertimbangan anak merupakan golongan yang rawan dan berada di 
lingkungan yang merugikan.
5
 Bukan tidak mungkin kondisi tersebut di atas 
dapat merugikan pertumbuhan dan perkembangan anak. 
Pembatasan masalah pada penulisan skripsi ini agar lebih mudah 
untuk dipahami maka penulis meneliti kebijakan hukum positif dan peran 
sipir dalam pemenuhan perlindungan hak-hak anak yang dibawa oleh tahanan 
di rumah tahanan negara. Rumusan masalah yang akan dikemukakan oleh 
penulis adalah sebagai berikut: (a) Bagaimana kebijakan hukum perlindungan 
hak-hak bayi yang dibawa oleh tahanan di rumah tahanan negara menurut 
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hukum positif? dan (b) Bagaimana peran sipir dalam pemenuhan hak-hak 
anak bayi yang dibawa oleh tahanan di rumah tahanan negara? 
Tujuan penelitian ini adalah: (a) untuk mengetahui kebijakan hukum 
perlindungan hak–hak bayi yang dibawa oleh tahanan di rumah tahanan 
negara menurut hukum positif dan (b) untuk mengetahui peran sipir dalam 
pemenuhan hak–hak bayi yang dibawa oleh tahanan di rumah tahanan negara. 
2. METODE 
Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah 
metode penelitian yuridis empiris.
6
 Jenis penelitian yang penulis gunakan 
adalah penelitian deskriptif.
7
 Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi 
di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Boyolali. Sumber data yang digunakan 
penelitian ini adalah (a) Data Primer, yakni keterangan-keterangan yang 
secara langsung dari lokasi penelitian dan hasil wawancara dengan sipir di 
Rumah Tahanan Negara Klas IIB Boyolali; dan (b) Data Sekunder, yakni 
bahan hukum primer yang terdiri dari buku, dokumen resmi, laporan hasil 
penelitian, literature, karya ilmiah, jurnal, peraturan perundang-undangan, 
bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang sesuai dengan pokok 
pembahasan dalam penulisan. Penelitian ini menggunakan metode studi 
kepustakaan, selain itu penelitian ini juga menggunakan metode studi 
lapangan yang dilakukan secara langsung dengan sipir Rumah Tahanan 
Negara Klas IIB Boyolali. Penulis melakukan analisis data secara diskriptif 
kualitatif. Adapun pengambilan kesimpulan dilakukan dengan teknik 
deduktif. Dimana peraturan perundang-undangan dikaji dan diteliti 
implementasinya dalam praktik di lapangan. 
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3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
3.1 Deskrepsi Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas IIB Boyolali 
Rumah Tahanan Negara Klas IIB Boyolali terletak di Jalan 
Merbabu Nomor 19 Kabupaten Boyolali. Lokasi ini sangat dekat dengan 
instansi peradilan terkait sehingga sangat menguntungkan dalam 
pelaksanaan proses penyelesaian perkara pidana. Jumlah narapidana dan 
tahanan pada bulan november 2017, tahanan laki–laki berjumlah 99 orang 
dan tahanan wanita berjumlah 8 orang sedangkan narapidana laki-laki 
berjumlah 51 orang sedangkan narapidana wanita berjumlah 2 orang.
8
 
 Dalam keadaan yang mendesak tahanan atau narapidana wanita 
diperkenankan untuk membawa masuk anaknya ke dalam rumah tahanan 
negara. Diperbolehkannya anak masuk ke dalam rumah tahanan negara ini 
harus mendapatkan perlakuan dan perlindungan secara ekstra. Mengingat 
anak adalah individu yang memiliki kondisi yang masih lemah sehingga 
membutuhkan perlindungan baik jasmani dan rohani. Disisi lain anak 
merupakan generasi penerus bangsa sehingga harus diupayakan secara 
penuh pemenuhan haknya. 
3.2 Perlindungan Hak-Hak Bayi Yang Dibawa Oleh Tahanan Di Rumah 
Tahanan Negara Menurut Hukum Positif 
Perlindungan hak-hak bayi yang dibawa oleh tahanan di rumah 
tahanan negara menurut hukum positif, adalah sebagai berikut: 
3.2.1 Hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang 
Undang-undang yang pertama mengatur dan menjamin hak 
anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang adalah Pasal 28B Ayat (2) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Secara konseptual perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang 
luas dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai 
perlindungan atas jiwa dan raga si anak, tetapi mencangkup pula 
perlindungan atas semua hak yang menjamin pertumbuhan dan 
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perkembangan anak secara optimal.
9
 Seperti yang tercermin dalam 
Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
10
. 
Dalam pelaksanaan perlindungan anak, menitik beratkan peran 
orang tua sebagai garda utama untuk menjamin pertumbuhan dan 
perkembangan anak.
11
 Dengan adanya peran orang tua, diharapkan 
anak indonesia dapat berkembang menjadi orang dewasa yang mampu 
berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan pembangungan 
nasional. 
3.2.2 Hak untuk mendapatkan identitas dan kewarganegaraan 
Kedudukan seseorang dimulai pada saat ia dilahirkan dan 
berakhir pada saat ia meniggal dunia. Kelahiran dan kematian adalah 
peristiwa hukum yang memerlukan adanya suatu penetapan yang 
tegas, jelas dan tertulis sehingga tercipta kepastian hukum dalam 
masyarakat. 
Hak anak untuk mendapatkan identitas dimuat dalam ketentuan 
Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pendaftaran akta 
kelahiran anak dilakukan pada saat kelahiran anak sebagaimana 
tertuang dalam Pasal 7 Ayat (1) tentang Konvensi Hak-Hak Anak.
12
 
Dokumen-dokumen untuk membuat akta kelahiran anak diatur dalam 
Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan 
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dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
13
 
Penyelenggaraan pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dilakukan 
sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-




3.2.3 Hak untuk mengetahui orang tua, dibesarkan dan diasuh orang 
tuanya 
Lingkungan yang pertama kali memberikan jaminan 
terpenuhinya hak seorang anak adalah dimulai dari lingkungan 
terkecil yaitu keluarga. Di dalam setiap keluarga, setiap orang tua 
mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap hak-hak seorang 
anak dan lingkungannya, tanggung jawab orang tua wajib 




Di dalam setiap keluarga, setiap orang tua mempunyai 
kewajiban dan tanggung jawab terhadap hak-hak seorang anak dan 
lingkungannya sebagaimana dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak. Pengasuhan anak dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Sosial Republik 
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3.2.4 Hak untuk memperoleh pendidikan yang sesuai 
Pendidikan adalah hak asasi dasar manusia yang tidak mungkin 
disangkal oleh pihak lain, karena penyangkalan adalah pengingkaran 
atas kemanusiaan itu sendiri. Hak pendidikan ini melekat pada semua 
orang tidak terkecuali bagi anak.
17
 
Pemberian pendidikan yang sesuai termuat dalam peraturan 
perundang-undangan yaitu Pasal 60 Ayat (2) Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia.
18
 Mengingat anak merupakan generasi penerus cita-cita 
bangsa dan negara. Selain itu pentingnya pendidikan yang sesuai 
dengan usia anak dimaksudkan supaya dapat membentuk kepribadian 
dan watak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional. Peran orang tua dalam pelaksanaan perlindungan anak 
sebagaimana tercantum peraturan perundang-undangan dalam Pasal 8 




Upaya pendidikan yang ditujukan kepada anak dimulai sejak 
anak dilahirkan di dunia sampai dengan usia dua tahun yang 
dilakukan melalui pemberian rangsangan untuk membantu 
pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak 
memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 
3.2.5 Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan soasial 
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Hak setiap orang untuk hidup sehat merupakan hak dasar yang 
harus dijamin oleh konstitusi indonesia dalam Pasal 28H Ayat (1) 
Undanng-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya 
ketentuan tentang hak atas pelayanan kesehatan juga dirumuskan pada 
Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 
Tahun 2009 tentang Kesehatan.
20
 
Pemberian pelayanan kesehatan khusus bagi anak menurut 
Pasal 130 adalah pemberian imunisasi lengkap pada anak. Tujuan dari 
pemeliharaan kesehatan anak sesuai dengan isi Pasal 131 ayat (1) dan 
Pasal 131 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 
Tahun 2009 tentang Kesehatan.  
3.2.6 Hak untuk mendapatkan kebebasan beribadah, berekspresi dan 
berpikir 
Undang-undang pertama yang mengatur dan menjamin hak 
setiap orang untuk bebas memilih dan memeluk agama adalah Pasal 
28E Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 28I Ayat 1 dan Pasal 29 Ayat (2) 
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Hak 
kebebasan beragama juga diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia. Sementara 
kebebasan beragama anak diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak. 
Berdasarkan pasal-pasal di atas, anak mendapatkan 
perlindungan untuk memilih agama yang disukai dan beribadah 
menurut agamanya. Namun dalam Pasal 42 Ayat (2) Undang-Undang 
Perlindungan Anak menentukan sebelum anak dapat menentukan 
pilihannya, maka agama yang dipeluk anak mengikuti orang tuanya. 
 
 
                                                          
20
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
9 
 
3.2.7 Hak untuk memperoleh lingkungan terbaik 
Hak atas lingkungan baik dan sehat merupakan salah satu hak 
asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28H Ayat 1 Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya dalam 
Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
mengatur hak-hak masyarakat terhadap lingkungan hidup. Selain itu, 
Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  mengatur mengenai 
kewajiban negara dalam upaya penyelenggaraan lingkungan terbaik 
bagi anak. 
3.2.8 Hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala hal yang dapat 
merugikan 
Pasal 28I Ayat (2)  Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 
Tahun 1945. Selain itu, Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak dan Pasal 16 ayat (1) tentang Konvensi Hak-Hak 




Upaya pemerintah untuk menjamin perlindungan anak dari 
perbuatan yang merugikan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak 
dirasa cukup serius. Hal ini dibuktikan dengan adanya ancaman 
pidana bagi pelaku yang mengganggu pertumbuhan dan 
perkembangan anak. Ketentuan pidana yang mengatur mengenai 








3.2.9 Hak untuk mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) 
Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur 
terwujudnya kesejahteraan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Rpublik Indonesia Tahun 1945.
22
  Segala kegiatan dalam upaya untuk 
memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang 
dijunjung setinggi-tingginya demi terlaksananya pembangunan 
nasional. 
Amanat konstitusi mengenai pemberian ASI eksklusif. 
Pengaturan pemberian ASI eksklusif diatur pada Pasal 128 Ayat (1) 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan Untuk melindungi hak anak yang paling dasar tersebut 
pemerintah menerapkan sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan 
sengaja tidak memberikan pemenuhan ASI eksklusif sebagaimana 
tercantum dalam Pasal 200 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif.
23
 
3.3 Peran Sipir Dalam Pemenuhan Hak-Hak Bayi Yang Dibawa Oleh 
Tahanan Di Rumah Tahanan Negara  
Peran sipir dalam pemenuhan hak-hak bayi yang dibawa oleh 
tahanan di rumah tahanan negara, sebagai berikut:
24
 
3.3.1 Hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang 
Peran sipir dalam pelaksanaan perlindungan hak anak untuk 
hidup, tumbuh dan berkembang menurut peneliti sudah dilaksanakan 
dengan baik. Upaya yang dilakukan oleh sipir untuk memenuhi hak 
anak di atas dilakukan dengan cara memberikan ijin kepada tahanan 
untuk mengasuh dan merawat anaknya di dalam Rumah Tahanan 
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orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan 
hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” 
23
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI 
Eksklusif 
24
 Sri Widoyati Wiratmo Soekio, 1983, Anak dan Wanita dalam Hukum, Jakarta: LP3S, Hal. 143 
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Negara Klas IIB Boyolali. Namun, dalam segi pemenuhan hanya 
mengikuti tugas pokok sipir untuk melindungi hak–hak warga binaan 
pemasyarakatan yang telah ditentukan oleh perundang–undangan, 




3.3.2 Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh orang 
tuanya 
Peran sipir dalam upaya perlindungan anak kurang optimal. 
Tugas sipir tidak hanya bertanggung jawab terhadap pemenuhan 
kesejahteraan anak yang dibawa oleh tahanan melainkan sipir 
memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap pemenuhan hak-
hak bagi warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara 
Klas IIB Boyolali.
26
 Upaya perawatan dan pengasuhan anak yang 
diusahakan oleh sipir adalah memberikan ijin kepada tahanan untuk 
membawa anaknya ke dalam rumah tahanan negara, untuk selanjutnya 
pemenuhan hak-hak anak dibebankan kepada tahanan.  
 
 
3.3.3 Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial  
Peran sipir dalam pemenuhan hak anak sudah dilakukan 
dengan baik. Petugas blok yang khusus menjaga Blok C (kamar 
wanita) sering membawa anak tahanan tersebut keluar dari Rumah 
Tahanan Negara Klas IIB Boyolali untuk melakukan imunisasi dan 
perawatan kesehatan lainnya. 
3.3.4 Hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala hal yang 
merugikan 
                                                          
25
 Darmawan Ponco Atmojo, Kepala Sub seksi Pelayanan Tahanan Rutan Klas IIB Boyolali, 
Wawancara Pribadi, Jumat 17 November 2017, Pukul 09.00 WIB 
Lihat juga: 
Norma hukum indonesia merupakan norma yangterbentuk secara terlembaga. Pemenuhan norma 
telah ditur di dalam masing-masing perundang-undangan begitu pula pihak yang berkewajiban 
melaksanakan norma tersebut, dalam buku Soerjono Soekanto, 1982, Kesadaran Hukum dan 





Peran sipir untuk pemenuhan hak anak agar tidak terlibat atau 
menjadi korban kekerasan sudah sesuai. Langkah pencegahan 
merupakan langkah yang tepat untuk melindungi anak agar tidak 
menjadi korban dari kekerasan yang dilakukan oleh warga binaan 
pemasyarakatan lainnya. 
3.3.5 Hak untuk mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) 
Terdapat peran sipir untuk menengahi persoalan yang dialami 
oleh tahanan. Solusi yang diberikan oleh sipir merupakan langkah 
yang terbaik untuk pemenuhan hak-hak anak. Namun, penolakan dari 
tahanan adalah murni dari pertimbangan pribadi tahanan sebagai ibu. 
Setelah adanya penolakan untuk menempatkan bayi di rumah tahanan 
negara, sipir juga telah berusaha mengajukan izin agar anak dapat 
diasuh dan dirawat di dalam rumah tahanan negara. Hal ini juga 
merupakan dukungan dari program pemerintah untuk membiarkan ibu 
memberikan ASI ekslusif bagi anaknya walaupun dengan banyak 
keterbatasan. 
Sedangkan hak-hak anak yang tidak melibatkan sipir dalam 
pemenuhannya, sehingga pemenuhannya dilakukan oleh orang tua. 
Pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan oleh orang tua antara lain 
sebagai berikut: 
3.3.6 Hak untuk mendapatkan identitas dan kewarganegaraan 
Menurut peneliti tidak ada peran sipir dalam pemenuhan hak 
anak untuk mendapatkan identitas. Kepengurusan terkait identitas 
anak murni dilakukan oleh orang tua anak. 
3.3.7 Hak untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai 
Peran sipir dalam upaya pemenuhan hak anak untuk 
mendapatkan pendidikan belum ada. Umur anak yang dapat 
dikategorikan sebagai bayi masih memiliki keterbatasan–keterbatasan 
dalam pengembangan daya pikir sehingga belum memerlukan 
pendidikan formal. Pemenuhan pendidikan anak dapat dilakukan oleh 
tahanan sebagai orang tua anak dan lingkungan sekitar untuk 
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memberikan stimulan yang berguna bagi peningkatkan kecerdasan 
anak. 
3.3.8 Hak untuk mendapatkan kebebasan beribadah, berekspresi dan 
berpikir 
Tidak ada peran sipir dalam pemenuhan hak anak untuk 
mendapatkan kebebasan beragama. Hak ini merupakan hak individu 
yang melekat pada setiap manusia. Dalam hal anak, orang tualah yang 
memiliki peran untuk menentukan agama anak. 
3.3.9 Hak untuk mendapatkan lingkungan yang terbaik 
Tidak ada pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh sipir. 
Peneliti sependapat dengan kedua narasumber yang menyatakan 
bahwa tidak selayaknya anak diasuh dan di rawat di dalam rumah 
tahanan negara. Walaupun tahanan melakukan kesalahan seyogyanya 
tahananlah yang berada di dalam rumah tahanan negara bukan 
anaknya. 
4. PENUTUP 
4.1 Kesimpulan  
 Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan 
sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan berupa:  
1) Kebijakan hukum positif indonesia yang ada saat ini, telah memberikan 
perlindungan terhadap hak anak, baik melalui pemenuhan yang dilakukan 
secara individu (keluarga dan/atau orang tua) maupun umum (masyarakat, 
pemerintah, pemerintah daerah dan/atau negara). Kebijakan tersebut 
terdapat di dalam UUD 1945, UU Hak Asasi Manusia, UU Kesejahteraan 
Anak, dan semakin kuat setelah diundangkannya Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak. Bentuk perlindungan anak dimaksud diantaranya 
adalah: (a) hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang; (b) hak untuk 
mendapatkan identitas dan kewarganegaraan; (c) hak untuk mengetahui 
orang tuanya, dibesarkan dan diasuh orang tuanya; (d) hak untuk 
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mendapatkan pendidikan yang sesuai; (e) hak untuk mendapatkan 
pelayanan kesehatan dan jaminan sosial; (f) hak untuk mendapatkan 
kebebasan beribadah, berekspresi dan berpikir; (g) hak untuk medapatkan 
lingkungan yang baik; (h) hak untuk mendapatkan perlindungan dari 
segala hal yang merugikan; dan (i) hak untuk mendapatkan ASI. Secara 
umum kebijakan hukum yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak 
anak yang dibawa di rumah tahanan negara sudah dilaksanakan. Kecuali, 
hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan hak untuk 
mendapatkan perlindungan dari segala hal yang merugikan. Hal ini 
dikarenakan lingkungan rumah tahanan negara tidak diperuntukan untuk 
anak, keterbatasan kondisi yang dimiliki rumah tahanan negara 
dikhawatirkan akan memberikan dampak kurang baik bagi pertumbuhan 
dan perkembangan anak.  
2) Peran sipir dalam pemenuhan hak anak yang dibawa tahanan di rumah 
tahanan negara sudah dilaksanakan dengan baik, kecuali (a) hak untuk 
mendapatkan identitas dan kewarganegaraan; (b) hak untuk mendapatkan 
pendidikan yang sesuai; (c) hak untuk mendapatkan kebebasan beribadah, 
berekpresi dan berpikir; dan (d) hak untuk mendapatkan lingkungn yang 
baik. Hak-hak tersebut huruf a-c merupakan hak anak yang 
pemenuhannya dilakukan oleh orang tuanya sendiri, sedangkan hak anak 
pada huruf d tidak dapat diupayakan oleh sipir mengingat rumah tahanan 
negara merupakan tempat untuk perenungan atas kesalahan yang telah 
diperbuat sehingga terdapat banyak keterbatasan yang dimiliki. Jumlah 
warga binaan pemasyarakatan yang melebihi kapasitas, membuat sipir 
kewalahan dalam melaksanakan pemenuhan hak anak.  
4.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat 
memberikan saran sebagai berikut: 
1) Bagi pemerintah, perlindungan terhadap hak-hak anak secara konstitusi 
sudah jelas diatur dalam UUD 1945, diperkuat dengan adanya peraturan 
perundang-udangan yang lebih spesifik membahas mengenai 
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perlindungan hak-hak anak. Namun, tidak adanya perundang-undangan 
yang khusus mengatur mengenai pelaksanaan perlindungan anak yang 
diasuh dan dirawat di dalam rumah tahanan negara menimbulkan 
kekosongan hukum (peraturan dasarnya ada, namun peraturan 
pelaksanaannya tidak ada). Untuk itu diharapkan agar pemerintah lebih 
jeli untuk membuat kebijakan agar tidak terjadi kekosongan hukum, 
sehingga tidak menimbulkan korban. 
2) Bagi sipir, kekosongan hukum mengenai pelaksanaan perlindungan hak-
hak anak yang dibawa tahanan di rumah tahanan negara membuat sipir 
gagap untuk melaksanakan optimalisasi perlindungan hak-hak anak, 
namun kekosongan hukum ini dapat diatasi melalui upaya diskresi yang 
dapat dilakukan oleh sipir untuk melindungi pertumbuhan dan 
perkembangan anak tersebut. 
3) Bagi masyarakat, di masa globalisasi ini harus menumbuhkan rasa 
empatik dan simpatik terhadap keluarga maupun lingkungan sekitar 
sehingga masalah kecil yang timbul dapat diselesaikan melalui jalur 
kekeluargaan karena apabila penyelesaian melalui jalur hukum dapat 
menimbulkan kerugian baik kerugian fisik, materi maupun anak. 
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